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Abstract:  
This study is aimed to determine the influence of fiscal decentralization, public 
investment, and private investment on the effectiveness of the implementation 
of regional autonomy of regencies or cities in West Sumatra province. The types 
of this research are descriptive and inductive. This study used secondary panel 
data sources from the Central Statistics Agency and the Directorate General of 
Fiscal Balance with cross-sections of 19 regencies and cities in West Sumatra 
and a time series from 2013 to 2021. The analysis in this study is a panel data 
regression analysis. The results of this study found that: (1) fiscal 
decentralization has a positive and significant effect on the effectiveness of 
regional autonomy implementation;(2) public investment has a positive and 
insignificant effect on the effectiveness of regional autonomy implementation; 
and lastly, (3) private investment has a positive and significant effect on the 
effectiveness of regional autonomy implementation. 
Keywords: Fiscal Decentralization, public investment, private investment, regional   
                        autonomy. 

 
Abstrak:  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh desentralisasi fiskal, 
investasi publik, dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi 
daerah di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Jenis penelitian ini adalah 
deskriptif dan induktif. Penelitian ini menggunakan data  panel sekunder yang 
bersumber dari Badan Pusat Statistik dan Direktorat Jenderal Perimbangan 
Keuangan dengan cross section 19 kabupaten/kota di Sumatera Barat dan time 
series 2013 sampai 2021. Analisis dalam penelitian ini merupakan analisis 
regresi data panel. Hasil penelitian ini menemukan bahwa: (1) desentralisasi 
fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi 
otonomi daerah, (2) investasi publik berpengaruh positif dan tidak signifikan 
terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah, dan (3) investasi swasta 
berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi 
daerah. 
Kata Kunci: Desentralisasi Fiskal, Investasi Publik, Investasi Swasta, Otonomi Daerah. 

 

Kode Klasifikasi JEL : P33, H54, R42 

 

 
PENDAHULUAN 
 
Perubahan sistem pemerintahan Indonesia ditandai dengan dimulainya periode Reformasi 
pada tahun 2001. Esensi kekuasaan yang semula adalah sentralisasi berubah menjadi daerah 
berdaya tersendiri atau biasa disebut dengan daerah otonom. Perubahan ini akan membuat 
daerah lebih mandiri dalam pembangunan daerahnya sendiri.  
 
Pemerintah daerah yang mengatur daerahnya diatur dengan Undang-Undang Nomor 32 
Tahun 2004 dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setelah UU 
Daerah Otonom disahkan, Daerah Otonom akan memiliki kekuasaan tertinggi atas 
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wilayahnya yang terlepas dari pemerintah pusat. Hal ini membuat daerah otonom lebih aktif 
dalam pembangunan daerah. Dengan bantuan sistem ini, pemerintah daerah sebagai 
pelaksana pembangunan lebih memahami kebutuhan daerah, sehingga pembangunan lebih 
terarah. 
 
Namun pada kenyataannya, setelah 20 tahun otonomi daerah dari Indonesia, banyak daerah 
yang masih bergantung pada transfer dari pemerintah pusat. Sekarang, pertanyaan 
utamanya bukan lagi bagaimana membuat sistem transfer agar sumber keuangan daerah 
(terutama daerah miskin) relatif memadai dan tidak terlalu timpang antar daerah. Saat ini, 
pertanyaan utamanya adalah bagaimana membimbing daerah, terutama yang tidak memiliki 
kendaraan, agar dapat menggunakan APBD dengan bijak dan berkontribusi pada 
peningkatan kesejahteraan masyarakat. (Hirawan, 2007). 

 
Dalam Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 23 Tahun 2014, otonomi daerah sendiri 

diartikan sebagai hak, kekuasaan, dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem 

negara kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena itu, daerah provinsi dibentuk berdasarkan 

asas desentralisasi dan sentralisasi. Dengan adanya otonomi daerah akan berdampak positif 

bagi perekonomian daerah. 

 

Sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Daerah Nomor 32 Tahun 2004, Pasal 2 ayat 3 

menyatakan bahwa tujuan daerah yang berpemerintahan sendiri adalah untuk 

menyelenggarakan pemerintahan sendiri yang seluas-luasnya, kecuali dalam hal-hal praktis 

bersifat umum yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pelayanan 

publik, dan daya saing antar daerah. 

 

Menurut Bastian (2006), Ada beberapa indikator yang mengukur keberhasilan suatu daerah 

dalam otonomi daerah, antara lain yaitu sebagai berikut: 1) Peningkatan pertumbuhan 

ekonomi daerah riil cenderang meningkut yang akan mengakibatkan pendapatan per kapita 

juga akan meningkat. 2) Investasi cenderung meningkat, baik penanaman modal asing 

maupun penanaman modal dalam negeri. 3) Daerah cenderung mengembangkan prospek 

bisnis/usaha di daerah tersebut.  

 

Desentralisasi fiskal adalah proses pengalokasian anggaran dari tingkat pemerintahan yang 

lebih tinggi ke tingkat pemerintahan yang lebih rendah atas dasar berbagai fungsi 

pemerintahan untuk mendukung fungsi, misi, dan layanan pemerintah. Desentralisasi fiskal 

merupakan salah satu kebijakan Pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi disparitas 

fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah serta antarsektor lainnya, serta 

meningkatkan pelayanan publik dan efisiensi sumber daya, untuk memperkuat akuntabilitas 

dalam pengelolaan keuangan daerah. Desentralisasi fiskal adalah desentralisasi kekuasaan 

untuk mengelola potensi ekonomi dan sumber daya daerah lainnya, tetapi selalu melibatkan 

transfer dari pemerintah pusat. 

 

Kemampuan daerah dalam mengelola keuangan merupakan salah satu faktor penentu 

keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Dengan kata lain, salah satu ciri daerah otonom 

adalah kemandirian keuangan, yang meliputi penggunaan sumber daya keuangan secara 

rasional dan penggunaan sumber daya keuangan secara bijaksana, adil dan benar. Daerah 

harus memiliki sumber keuangan yang cukup untuk membiayai pelaksanaan otonominya. 

 

(Musgrave, 1959) Fungsi ekonomi pemerintah menurut teori ekonomi publik meliputi 3 

fungsi, antara lain: Efisiensi Sumber Daya, Retribusi Pendapatan dan Stabilitas 

Makroekonomi 
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Investasi publik juga dikenal sebagai investasi pemerintah ketika pemerintah berinvestasi 

dalam mengembangkan atau mendukung komunitas atau program tertentu untuk 

memulihkan atau meningkatkan situasi ekonomi suatu negara atau untuk mensejahterakan 

penduduk.  

 

Investasi publik umumnya dilakukan oleh pemerintah. Investasi ini tidak hanya bertujuan 

untuk meningkatkan keuntungan, tetapi juga untuk mengurangi tingkat pengangguran 

masyarakat. Investasi ini erat kaitannya dengan perencanaan modal proyek yang sedang 

dikerjakan. 

 

Menurut solow (Mankiw, 2007, p. 85) pertumbuhan ekonomi suatu daerah dipengaruhi oleh 

investasi. Oleh sebab itu, pemerintah harus memberikan perhatian terhadap investasi 

melalui kebijakannya agar terciptanya daya saing antar daerah di era otonomi daerah. 

 

Investasi swasta adalah penjumlahan dari penanaman modal dalam negeri dan penenaman 

modal asing. Investasi swasta lebih menguntungkan daripada investasi publik dan memiliki 

dampak yang lebih besar pada pertumbuhan. Alasannya, investasi swasta lebih efisien dan 

transparan daripada sektor publik. Investasi swasta berperan penting dalam pertumbuhan 

ekonomi ekonomi Beddies (1999). 

 

Menurut Kholis, (2012) cara untuk mendapatkan modal adalah dengan menarik investor 

asing untuk menanamakan modalnya ketika persediaan tabungan domestik tidak 

mencukupi. Dengan demikian, investasi memegang peranan penting dalam dinamika 

kehidupan perekonomian suatu negara. Karena pembentukan modal dapat meningkatkan 

kapasitas produksi, kemudian meningkatkan pendapatan nasional, menciptakan banyak 

lapangan kerja baru, dan pada akhirnya akan meningkatkan kesejahteraan negara. 

 

METODE PENELITIAN 
 
Jenis penelitian ini diklasifikasikan ke dalam penelitian deskriptif dan penelitian induktif. 
Penelitian deskriptif bertujuan untuk memberikan gambaran tentang variabel-variabel yang 
diteliti. Penelitian induktif adalah penelitian yang bertujuan untuk melihat hubungan antar 
variabel. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder berupa data panel 
yang merupakan gabungan antara data cross section dari 19 kabupaten/kota di Provinsi 
Sumatera Barat dan data time series dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2021.  
 
Dalam penelitian ini, panel regresi data menggunakan metode Random Effects Model (REM) 
digunakan untuk melihat pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Dalam 
penelitian ini, data diolah dengan menggunakan Eviews9. Berikut adalah persamaan model 
regresi antara lain:  
 

EIOD = β0 + β1DFit + β2IPit + β3ISit + uit                                                                         (1) 

 

Dimana, EIOD adalah Efektivitas Implementasi Otonomi Daerah, DF adalah Desentralisasi 

Fiskal, IP adalah Investasi Publik, IS adalah Investasi Swasta, u adalah u adalah Error Term, 

i adalah wilayah dan t adalah tahun 

 
Definisi Operasional dari penelitian ini adalah sebagai berikut; Efektivitas Implementasi 
Otonomi Daerah adalah tingkat ketercapaian tujuan otonomi daerah kabupaten/kota di 
provinsi Sumatera Barat yang diukur dengan data PDRB Perkapita Atas Harga Belaku 
kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat dengan satuan Rupiah. Desentralisasi fiskal adalah 
pelimpahan kewenangan dalam bidang keuangan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah 
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daerah kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat dan diukur dengan formula perbandingan 
antara Pendapatan Asli Daerah dan Total Penerimaan Daerah dengan satuan persen.  
 
Investasi publik adalah pengeluaran pengeluaran yang dilakukan oleh pemerintah 
kabupaten/kota di provinsi Sumatera Barat untuk pembangunan insfrastruktur ekonomi dan 
diukur dengan  data belanja modal dengan satuan Rupiah. Investasi swasta merupakan 
pengeluaran yang dilakukan oleh pihak swasta di kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat 
untuk pembelian barang modal baik oleh swasta domestik maupun asing dan diukur dengan 
penjumlahan penanaman modal dalam negeri (PMDN) dan penanaman modal asing (PMA) 
satuan Rupiah. 

 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
 

Investasi swasta yang dihitung berdasarkan penjumlahan penanaman modal asing dan 

penjumlahan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB 

Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik 

dan investasi swasta secara bersama-sama berengaruh signifikan terhadap efektivitas 

implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diketahui pengaruh desentralisasi fiskal, investasi publik 

dan investasi swasta sebagai variabel bebas terhadap efektivitas implementasi otonomi 

daerah sebagai variabel terikat. Berdasarkan estimasi regresi panel dengan menggunakan 

metode Random Effects Model (REM), maka hasil estimasi akhir yang diperoleh adalah 

sebagai berikut:  

 

IOD = 9.879255 + 0.040164DFit  + 0.007351LOGIPit  +  0.010013LOGISit           (2) 

 
 

Tabel 1 Hasil Uji Random Effect Model 
 

Variable Coefficient t-statistic Prob. 

C 9.879255 10.84181 0.0000 

X1 0.040164 7.717908 0.0000 

X2 0.007351 0.206240 0.8369 

X3 0.010013 2.527563 0.0124 

Weighted Statistics 

R-Squared 0.321735 

Prob(F-Statistic) 0.000000 

 
 

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan didapatkan Nilai R-Squared sebesar 

0,321735. Artinya, sebesar 32% efektivitas implementasi otonomi daerah dapat dijelaskan 

oleh variabel bebasnya yaitu desentralisasi fiskal, investasi publik, dan investasi swasta. 

Sedangkan sisanya sebesar 68% dijelaskan oleh variabel selain model atau yang tidak 

dimasukkan dalam penelitian ini. 

 

Desentralisasi fiskal berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi 

otonomi daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan koefisien regresi sebesar  0.040 . 

Artinya peningkatan desentralisasi fiskal sebesar satu satuan diiukti oleh peningkatan 

             Sumber : Hasil Olahan Eviews, 2022 



Luthfi Chalis Shiraath & Ali Anis:  Pengaruh Desentralisasi Fiskal………………….   13 

  

efektivitas implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya,  penurunan desentralisasi 

fiskal juga diikuti oleh penurunan efektivitas implementasi otonomi daerah di 

Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Christia & Ispriyarso (2019)  yang menemukan bahwa, Desentralisasi fiskal memegang 

peranan penting dalam mewujudkan penyelenggaraan otonomi daerah di Indonesia, karena 

desentralisasi fiskal merupakan salah satu cara dimana pemerintah daerah secara mandiri 

mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat sesuai dengan potensi di daerahnya. 

 

Investasi publik berpengaruh tidak signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi 

daerah di kabupaten/kota Sumatera Barat dengan keofisien regresi sebesar 0.007. Artinya 

peningkatan investasi publik sebesar satu satuan diikuti oleh penurunan efektivitas 

implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya, penurunan investasi publik akan 

meningkatkan efektivias implementasi otonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi 

Sumatera Barat. 

 

Hasil temuan dalam peneltian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Hasbi Aulia Siregar (2017) yang menemukan bahwa belanja modal tidak berpengaruh dan 

tidak signifikan terhadap pendapatan per kapita di kabupaten/kota provinsi Smatera Utara. 

Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pelayanan publik yang dilakukan pemerintah 

tidak berpengaruh terhadap pendapatan per kapita masyarakat kabupaten/kota yang 

terdapat di Sumatera Utara. 

 

Investasi swasta memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas implementasi 

otonomi daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Barat dengan koefisien regresi 

sebesar 0.010. hal ini bermakna terjadinya peningkatan investasi swasta sebesar satu satuan 

diikuti oleh peningkatan efektivitas implementasi otonomi daerah. Demikian sebaliknya, 

penurunan investasi swasta juga diikuti oleh penurunan  efektivitas implementasi otonomi 

daerah di Kabupaten Kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

Hasil temuan dalam penelitian ini selaras dengan temuan penelitian yang dilakukan oleh 

Nurjalal (2019) yang menemukan bahwa interaksi antara investasi dan otonomi daerah 

sangat kuat. Artinya semakin siap suatu daerah dalam memberikan peluang investasi maka 

secara tidak langsung keuangan daerah tersebut semakin meningkat dan sebaliknya. 

Keinginan ini ditentukan pula oleh keuangan wilayah itu sendiri. 

 

SIMPULAN 

 

Berdasarkan hasil analisis regresi data panel dengan memakai Random Effect Model serta 

deskripsi terhadap hasil penelitian antara variabel independen dan variabel dependen dalam 

penelitian ini yang telah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut; 

Desentralisasi fiskal yang diukur dengan kemandirian fiskal daerah  berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan 

pertumbuhan PDRB Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Investasi publik 

yang diukur dengan belanja modal berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap 

efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita 

di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat.  

 

Investasi swasta yang dihitung berdasarkan penjumlahan penanaman modal asing dan 

penjumlahan penanaman modal dalam negeri berpengaruh positif dan signifikan terhadap 
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terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB 

Perkapita di kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. Desentralisasi fiskal, investasi publik 

dan investasi swasta secara bersama-sama berengaruh signifikan terhadap efektivitas 

implementasi otonomi daerah yang diukur dengan pertumbuhan PDRB Perkapita di 

kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat. 

 

Berdasarkan uraian dan pembahasan mengenai pengaruh desentralisasi fiskal, investasi 

publik dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di 

kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat maka dapat dikemukakan beberapa saran yaitu;  

Kemandirian fiskal daerah di 19 kabupaten/kota Provinsi Sumatera Barat memiliki rata-rata 

masih dibawah 50% yaitu sebesar 8,78%. Artinya pengaruh Pendapatan Asli Daerah masih 

sangat rendah dan daerah-daerah tersebut masih bergaantung kepada transfer dari 

pemerintah pusat. Diharapkan kepada pemerintah daerah dapat mengoptimalkan sumber-

sumber pendapatan asli daerah.  

 

Pada investasi publik yang diukur menggunakan belanja modal tidak memiliki pengaruh 

terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah yang diukur berdasarkan PDRB 

Perkapita. Diharapkan kepada pemerintah untuk dapat membuat perencanaan alokasi 

belanja modal yang diawali dengan anggaran belanja modal dengan nilai yang relatif lebih 

besar. Investasi swasta yang dilakukan oleh pihak swasta masih belum merata di wilayah 

kabupaten/kota provinsi Sumatera Barat. Sebaiknya, pemerintah juga harus membuat 

kebijakan agar mendorong para investor untuk berinvestasi di Sumatera Barat sehingga akan 

menciptakan kesejahteraan masyarakat. Penulis mengharapkan kepada penelitian 

mendatang dapat melakukan pengembangan lebih lanjut atas pengaruh desentralisasi fiskal, 

investasi publik dan investasi swasta terhadap efektivitas implementasi otonomi daerah di 

kabupaten/kota provinsi sumatera barat karena penulis menyadari bahwa penelitian ini 

masih terdapat banyak kekurangan. 
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